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EDITORIAL
Simpati Negara
pada Korupsi

DUA institusi penting negara berinisiatif merevisi
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Revisi yang
memperlihatkan dengan amat jelas simpati negara
pada korupsi dan koruptor.

Revisi pertama digagas pemerintah (eksekutif) terha-
dap Undang-Undang Tipikor. Lembaga negara kedua
adalah DPR yang berinisiatif mengubah sejumlah pasal
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kedua revisi undang-undang itu masuk agenda prio-
ritas legislasi di DPR.

Naskah RUU Tipikor yang diajukan pemerintah
melalui Kementerian Hukum dan HAM mentok di
tengah jalan. Naskah itu hanya sampai di Sekretariat
Negara dan buru-buru ditarik kembali sebelum sampai
di DPR.

Pasalnya, publik mencium pasal-pasal yang bila lolos
akan melemahkan semangat perang terhadap korupsi.
Pemerintah beralasan
menarik naskah revisi
itu untuk dikonsolidasi-
kan lagi dengan semua
pemangku kepentingan
(stakeholder).

Semangat yang sama
patut diduga berkeca-
muk dalam benak anggo-
ta DPR ketika berinisiatif
merevisi Undang-Un-
dang KPK. DPR, khusus-
nya Komisi III, memper-
lihatkan permusuhan
yang amat serius terha-
dap pejabat KPK. Dua
pemimpin KPK yang telah memperoleh deponeering
dari Kejaksaan Agung, Bibit Samad Rianto dan Chan-
dra Hamzah, tidak diperkenankan hadir dalam ra-
pat-rapat dengan DPR karena dianggap najis sebagai
tersangka.

Revisi undang-undang antikorupsi oleh dua lemba-
ga penting negara ini mempertegas satu hal, negara
melalui pemerintah menurunkan tingkat bahaya ko-
rupsi dari kejahatan luar biasa menjadi pelanggaran
biasa-biasa saja. Tidak ada perbedaan kadar kejahatan
antara seorang maling ayam dan seorang perampok
uang negara di mata pemerintah.

Beberapa indikator terbaca jelas dari RUU Tipikor
yang sudah ditarik itu. Sanksi minimum koruptor yang
tadinya berkisar satu sampai empat tahun dipatok
cuma satu tahun.

Hukuman mati bagi koruptor juga dihapus karena
alasan bertentangan dengan konvensi PBB tentang
pemberantasan korupsi. Lebih celaka lagi pemerintah
menganggap korupsi di bawah Rp25 juta tidak perlu
dipenjara jika yang bersangkutan mengakui kesalahan
dan mengembalikan uangnya.

Korupsi telah direduksi menjadi persoalan angka,
tetapi melupakan niat mencuri uang publik. Simpati
seperti itulah, cepat atau lambat, akan menguburkan
semangat antikorupsi.

Di tengah ketidakmampuan memerangi perampok-
an uang negara, pemerintah malah memperluas
lingkup kerugian negara ke sektor swasta dan
organisasi nonpemerintah. Ini pengelabuan yang
amat menyesatkan.

Indeks persepsi korupsi Indonesia tidak bergerak sig-
nifikan. Sejak 2004 sampai 2010 pergerakannya terseok-
seok pada angka 2. Belum pernah menyentuh angka 3.
Eh, malah sekarang bersimpati pada korupsi.

Korupsi telah

direduksi
menjadi persoalan
angka, tetapi
melupakan niat
mencuri uang publik.”
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PAUSE
Mumi dan Sakit Jantung

KOMPLIKASI jantung koroner ternyata bukanlah penyakit
modern. Buktinya, penyakit mematikan itu ditemukan pada
mumi di Mesir yang berusia 35 abad. Peneliti memperkira-
kan mumi permaisuri yang hidup pada 1580-1550 SM itu
meregang nyawa di usia 40-an.

Melalui metode pemindaian computed axial tomography
(CAT scan), peneliti menemukan 45% dari 43 mumi lainnya
juga memiliki bukti penumpukan plak di arteri. Artinya, pe-
nyebab penyakit jantung koroner sudah sejak lama. Naskah
Mesir kuno memperlihatkan gejala kematian sebagian mumi
mirip nyeri di bagian dada. (Healthday News/SZ/X-5)

DJOKOVIC INCAR
POSISI NADAL

Musim 2011 diawali
dengan prestasi
menggembirakan
Novak Djokovic yang
menyabet tiga gelar
turnamen premium.

Olahraga, HIm 26
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Saya telah
melaksanakan

tugas sesuai dengan
kewenangan.”

Cirus Sinaga
Tersangka

DPR Beri
Panggung
Tersangka

Komisi [l DPR memperlihatkan secara
terang benderang sikap diskriminatif.

NuRruLIA JuwiTA SARI

PR tidak pernah ber-

henti memperton-

tonkan standar gan-

da. Dewan tidak ma-
lu-malu mempersembahkan
panggung politik untuk tersang-
ka Cirus Sinaga, tapi pada saat
bersamaan tetap menutup pintu
rapat-rapat untuk dua pemimpin
KPK, Bibit Samad Rianto dan
Chandra M Hamzah.

Panitia Kerja (Panja) Pembe-
rantasan Mafia Hukum dan Per-
pajakan Komisi III DPR kemarin
mendengarkan keterangan Cirus
seputar sangkaan yang ditujukan
kepadanya sebagai mafia hukum
dalam kasus pemalsuan surat
rencana penuntutan Gayus Tam-
bunan.

setiap rapat apa pun di DPR.
Penolakan Komisi III yang
masih berlaku sampai sekarang
itu didasari alasan bahwa sta-
tus tersangka masih melekat
pada Bibit-Chandra meski Jaksa
Agung telah mendeponir perkara
mereka. Deponir adalah me-
nyampingkan perkara demi ke-
pentingan umum, yang merupa-
kan tugas dan wewenang Jaksa
Agung sebagaimana diatur da-
lam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Tergantung kepentingan
Mantan Wakil Ketua KPK Erry
Riyana Hardjapamekas menu-
ding Komisi III menerapkan
standar ganda. “Definisi tidak
mau bertemu tersangka itu ter-
gantung kepenting-

Dengan suara
lantang, dalam ra-
pat yang dipimpin
Ketua Panja Tjatur
Sapto Edy, Cirus
menjelaskan apa

Kirimkan tanggapan
Anda atas berita ini
melalui e-mail: interupsi
@mediaindonesia.com
atau mediaindonesia.com

an,” tukasnya.
Erry tidak habis
berpikir bahwa de-
wan menghakimi
Bibit-Chandra
masih berstatus

yang telah dilaksa-

nakannya selaku jaksa peneliti
kasus Gayus. “Saya telah me-
laksanakan tugas sesuai dengan
kewenangan.”

Komisi III rapat dengan ter-
sangka. Padahal, keputusan rapat
internal Komisi Il DPR pada 31
Januari 2011 ialah menolak ke-
hadiran Bibit dan Chandra dalam

tersangka. “Kita
prihatin karena komisi yang
menangani hukum mengartikan
hukum secara salah. Entah ada
agenda apa di balik ini.”

Bagi Abdullah Dahlan, pe-
neliti senior Indonesia Corrup-
tion Watch (ICW) bidang ko-
rupsi politik, sikap Komisi III
DPR itu semakin mempertegas

ANAK TERBUANG

anak-anak terbuang.
Sosok, Him 5
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Pejabat Ditolak dan Diterima DPR

Tersangka Diterima

16 Maret 2011

Komisi Ill DPR
melakukan rapat
dengar pendapat
dengan mantan
Kabareskrim Polri
Komjen Susno Duadji yang
ditetapkan menjadi tersangka
dan akan menghadapi vonis
hakim.

4 April 2011

Cirus Sinaga, tersangka
kasus mafia hukum perkara
Gayus Tambunan, mengikuti
rapat dengar pendapat
dengan Panja Mafia Pajak
DPR.

fakta bahwa ada standar ganda
yang diterapkan. “Bilangnya
tidak menerima orang berstatus
tersangka, tetapi ternyata tidak
berlaku untuk Cirus. Ini jadi
pertanyaan besar publik. Ada
diskriminasi perlakuan yang di-
lakukan Komisi III,” tandasnya.
Sebagian kalangan menilai
sikap Komisi III yang menolak
Bibit-Chandra bukan hanya
melawan hukum, melainkan
juga hipokrit. Sebab, ada ang-
gota Komisi III yang berstatus
tersangka, tetapi komisi hukum
tidak menyuruh keluar orang itu
dari rapat-rapat Komisi I
Dahlan pun menegaskan bah-
wa kuat dugaan penolakan ter-
hadap Bibit dan Chandra terjadi
karena sikap represif KPK yang
menangkap anggota DPR yang
korup. “Penolakan Komisi III
terhadap dua pemimpin KPK itu
sebagai reaksi solidaritas. Repre-
sentasi kepentingan partai. Rapat
dengan mitra kerja tidak dalam
kerangka objektif,” katanya.
Mantan pengacara Bibit dan
Chandra, Ahmad Rifai, menilai
wajah ganda Komisi III tersebut
justru akan merugikan partai
politik sendiri. “Masyarakat
semakin bias melihat DPR tidak
aspiratif, hukum tidak dipatuhi
secara baik,” tuturnya.
Tjatur yang merangkap Wakil

Pejabat Ditolak
12 April 2010

Kehadiran Menteri Keuangan Sri
Mulyani dalam rapat pemba-
hasan RAPBN Perubahan 2010
di Komisi XI DPR ditolak karena
terkait dengan kasus Bank
Century. Dewan meminta Menko
Perekonomian Hatta Rajasa
sebagai wakil pemerintah.

2 Juni 2010

Pejabat Ditjen Perundang-
undangan Kementerian Hukum
dan HAM Karjono ditolak saat
akan mengikuti rapat RUU Mata
Uang. Komisi XI DPR meng-
hendaki menteri untuk hadir
langsung.

27 September 2010

Komisi Il DPR menolak
melakukan rapat dengan Wakil
Jaksa Agung Darmono karena
menganggap wakil jaksa agung
tidak otomatis menjabat jaksa
agung.

9 Desember 2010

Dirut Pertamina Karen
Agustiawan dan Kepala BPH
Migas Tubagus Haryono ditolak
ikut rapat antara Menteri ESDM
dan Komisi VII DPR. Komisi VII
beralasan keduanya tidak
diundang dalam rapat dengar
pendapat soal subsidi BBM.

31 Januari 2011

Bibit dan Chandra ditolak Komisi
Il DPR saat rapat dengar
pendapat dengan KPK karena
status deponir yang dikeluarkan
Kejaksaan Agung.

Sumber: Tim Riset MI/GRAFIS: TIYOK

Ketua Komisi IIl menampik jika
disebut diskriminatif. “Ini kan
masalahnya lain. Kita sedang
memburu mafia. Kalau dengan
KPK, itu kan urusannya rapat
kerja biasa,” katanya. (X-3)

nurulia@mediaindonesia.com
Berita terkait him 2
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FIFA
Ambil
Alih
PSSI

FIFA akhirnya mengambil alih
Persatuan Sepak Bola Seluruh
Indonesia (PSSI) sebagai buntut
dari kekisruhan yang terjadi di
dalam tubuh organisasi sepak
bola tertinggi di Indonesia itu.

Situs resmi FIFA, FIFA.com, me-
nyebutkan bahwa sebuah komite
normalisasi akan mengambil alih
Komite Eksekutif (Exco) PSSIsaat
ini. Keputusan tersebut ditetap-
kan pada 1 April 2011 sesuai Pasal
7 ayat 2 dari Statuta FIFA.

Keputusan itu diambil de-
ngan alasan kepemimpinan PSSI
di bawah Nurdin Halid tidak
bisa mengontrol persepakbola-
an, khususnya keberadaan run
away league Liga Primer Indo-
nesia (LPI). PSSI juga gagal
mempersiapkan kongres yang
mengadopsi electoral code FIFA
dan memilih anggota komite
pemilihan.

Berdasarkan fakta itu, Komite
Darurat FIFA menyimpulkan
bahwa kepemimpinan PSSI te-
lah kehilangan kredibilitasnya.
Mereka juga dinilai tidak layak
memimpin proses penyelesaian
krisis yang kini tengah melanda
persepakbolaan di Indonesia.

Komite normalisasi berwe-
wenang untuk menyelenggara-
kan pemilihan ketua umum dan
anggota Exco PSSI berdasarkan
electoral code FIFA statuta PSSI
sebelum 21 Mei 2011. Selain itu,
tugas mereka adalah mengontrol
liga diluar PSSI dan menjalankan
aktivitas PSSI.

REUTERS/PETR JOSEK

Sepp Blatter
Presiden FIFA

Komite Normalisasi itu ter-
diri dari para insan sepak bola
Indonesia, yang tidak masuk
kepengurusan PSSI. Mereka juga
akan bertindak sebagai komite
pemilihan.

Situs FIFA itu juga menyebut-
kan bahwa empat kandidat yang
ditolak komite banding PSSI
pada 28 Februari 2011 tidak bisa
mengikuti bursa pemilihan ketua
umum. Mereka adalah Nurdin
Halid, Nirwan D Bakrie, George
Toisutta, dan Arifin Panigoro.

Sementara itu, juru bicara PSSI
Tubagus Adi membenarkan
keputusan FIFA itu. Namun,
sampai tadi malam PSSI belum
menerima surat tersebut.

“PSSI sebenarnya lebih suka
dengan istilah komite rekon-
siliasi ketimbang komite norma-
lisasi. Karena semua pihak yang
berbeda pendapat bisa duduk
bersama menyelamatkan sepak
bola Indonesia,” ujar Tubagus
saat dihubungi Media Indonesia
tadi malam. (Yul/Nav/S-1)

Anggota DPR Galang Penolakan Gedung Baru

ANTARA/YUDHI MAHATMA

TOLAK GEDUNG BARU: Dari kiri, Edhy Prabowo (F-Gerindra), Budiman
Sudjatmiko (F-PDIP), Teguh Juwarno (F-PAN), Malik Haramain (F-KB),
dan Roy Suryo (F-Demokrat) menolak rencana pembangunan gedung

baru DPR, di Jakarta, kemarin.

SETELAH lembaga swadaya ma-
syarakat menyomasi Ketua DPR
Marzuki Alie dan Presiden Yu-
dhoyono, kemarin anggota DPR
menekan lembaga sendiri agar
menolak pembangunan gedung
baru DPR.
Anggotadewan yang mengum-
pulkan tanda tangan penolakan
gedung baru ialah Teguh Juwar-
no (F-PAN), Roy Suryo (F-PD),
Budiman Sudjatmiko (F-PDIP),
Edhy Prabowo (F-Gerindra), dan
Malik Haramain (F-KB).
Mereka menggalang tanda
tangan anggota dewan untuk
meminta pimpinan menghenti-
kan pembangunan gedung baru
itu. Sebanyak 10 anggota dewan

sudah meneken penolakan itu.
“Menyusul 46 anggota PAN, 26
Gerindra, dan belasan PPP,” ujar
Teguh di Jakarta, kemarin.

Penggalangan tanda tangan itu
membuat Marzuki kian terpojok.
Pasalnya Ketua Tim Penga-
rah Penyusunan Grand Design
Kompleks Parlemen RI periode
2004-2009 Darul Siska (F-PG)
menegaskan DPR periode lalu
tidak pernah mewariskan pem-
bangunan gedung baru kepada
DPR periode 2009-2014.

“Ada pembohongan terhadap
publik. Kalau dikatakan warisan,
dari mana? Kami tidak pernah
merekomendasikan gedung,”
kata Darul yang didampingi ang-

gota tim Alvin Lie (F-PAN), Eva
Kusuma Sundari (F-PDIP), dan
Yunisab Akbar (F-PBR).

Rancangan gedung DPR yang
ada saat ini ditawarkan sebuah
BUMN, PT Yodya Karya, pada
2007. “Yang menyodorkan ada-
lah Sekretariat Jenderal DPR.
Namun, kami tolak. Anehnya
sekarang muncul lagi,” jelasnya.

Sejauh ini, empat fraksi DPR
yang tetap konsisten menolak
pembangunan gedung baru
adalah Gerindra, PDIP, PAN,
dan PKB.

Laskar Gerindra kemarin men-
daftarkan gugatan pembangunan
gedung baru itu ke PN Jakarta
Pusat. (*/AO/NY/Ant/X-4)
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ULTAH WIRANTEnderal (Purn) Wiranto (kiri) didampingi istrinya, Uga Wiranto, memberikan potong
tumpeng kepada Ketua Fraksi Hanura DPR Sunardi Ayub saat peringatan HUT ke-64 Ketua Umum
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu di Kantor DPP Hanura, Jakarta, kemarin.

Kon” 1k Koalisi
Cukup di Parlemen

KADER Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) yang juga Menteri
Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Tifatul Sem-
biring berharap ketidaksepa-
haman dalam koalisi jangan
dibawa ke kabinet. Cukup di
parlemen.

“Saya punya usul sekretariat
gabungan (setgab) itu enggak
usah di kabinet, biarkan saja di
DPR. Jadi, semua dibicarakan
di sana langsung. Enggak usah
dibawa-bawa ke kabinet,” ujar
Tifatul, seusai menghadiri dis-
kusi mengenai Peran Dukungan
Media Massa dalam Keketuaan
Indonesia untuk ASEAN 2011 di
Jakarta, Senin (4/4).

Selama satu tahun hadirnya
koalisi, ia menuturkan, ketidak-
sepahaman sering terjadi di
parlemen dan merembet ke
kabinet pemerintahan SBY-
Boediono. “Padahal, di kabinet
itu sebetulnya enggak ada apa-
apa,” timpalnya.

la memandang naif bila per-
soalan di parlemen berujung
pada perombakan kabinet.
Untuk itu, menurutnya, Pre-
siden Susilo Bambang Yudho-

yono sebagai komandan kon-
solidasi koalisi harus meminta
semua teman-teman di koalisi
mengikuti aturan. “Dewasalah.
Manuver-manuver itu seharus-
nya enggak ada,” kata Tifatul.
Partai Golkar sendiri meng-
aku akan tetap kritis di parle-
men dan tidak boleh tersandera
kesepakatan baru koalisi.
“Fraksi Partai Golkar tetap
akan kritis. Kesepakatan baru
koalisi tidak boleh membung-
kam kekritisan ini,” tegas Ketua
Fraksi Partai Golkar Setya No-
vanto, di sela Rakornas Bidang
Organisasi dan Daerah Partai
Golkar di Jakarta, kemarin.
Setelah bersitegang karena
hak angket maba pajak, menu-
rut Setya, perbaikan komu-
nikasi enam partai politik yang
tergabung dalam setgab mulai
dirintis kembali. Meskipun,
belum membahas kesepakatan
baru secara substansial.
Perwakilan koalisi baru me-
nyusun agenda pertemuan
rutin antarparpol koalisi, ketua
harian setgab, dan ketua setgab.
Komposisi setgab saat ini pun
tidak berubah.

Jaga citra

Direktur Charta Politica Yu-
narto Wijaya menilai, sikap SBY
yang belum juga memanggil
PKS, adalah celah bagi PKS
untuk terus mempermainkan
posisi tawarnya. PKS akan
terus bersikap kritis tanpa
terkena sanksi.

Terhadap konstituennya, PKS
akan tercitra baik yang tetap
bersikap kritis kepada pemerin-
tah. “Hasil survei menyatakan,
konstituen PKS ingin tetap
bersikap kritis, bahkan berada
di luar koalisi,” jelasnya.

la berpendapat, seharusnya
SBY tegas untuk memangkas
koalisi parpol pendukung pe-
merintah yang dinilainya su-
dah tambun itu.

Menurut juru bicara Partai
Demokrat Ruhut Sitompul,
belum diajaknya PKS untuk
berkomunikasi sepenuhnya
merupakan hak prerogratif
presiden.

“Kita tetap baik. Kenapa
sampai sekarang belum di-
panggil, itu hanya presiden
yang tahu,” tegas Ruhut.

Tim Cirus
Pecah
di DPR

Cirus hendak membisiki jaksa Fadil yarn
berada di sebelah kanannya.

NURULIA JUWITA SARI

APAT Panitia Kerja

(Panja) Pemberantas-

an Mafia Hukum

dan Perpajakan me-
masuki babak baru.

Cirus Sinaga beserta tiga
orang jaksa yang menangani ka-
sus Gayus Tambunan di Peng-
adilan Negeri (PN) Tangerang
pada 2009 memberi keterangan
berbeda kepada panja.

Ketiga jaksa itu adalah Fadil
Regan, Eka Kurnia Sukma Sari,
dan lka Syahbtri Salim. Komisi
Il DPR menduga keterangan
yang disampaikan para jaksa
dalam rapat kali itu adalah
rekayasa.

Rapat yang berlangsung
empat jam ini dipimpin Ketua
Panja dari F-PAN, Tjatur Sapto
Edy. Pada awalnya, pertanyaan
susul-menyusul yang dilontar-
kan anggota Komisi lll, dijawab
dengan lantang oleh Cirus
secara tunggal. Jaksa lainnya
hanya menyimak.

Salah satu argumen Cirus
kepada anggota panja adalah
alasan Gayus tidak bisa dijerat
dengan pasal tindak pidana
korupsi.

Menurut Cirus, titik berat

yasalam perkara ini adalah pen-
cucian uang yang tidak dapat
berdiri sendiri dan harus ada
predicat crime.

la mengatakan, uang sebesar
Rp370 juta yang ada di reke-
ning Gayus berasal dari PT
Megah Citra Jaya Garmindo,
perusahaan yang tidak dita-
ngani Gayus.

“PT Megah tidak termasuk
149 perusahaan yang pernah
ditangani oleh Gayus. De-
ngan demikian, perbuatan
tersangka Gayus bukan meru-
pakan tindak pidana korupsi
berupa suap atau gratibkasi,”
ujarnya.

Namun, tidak semua per-
tanyaan dijawab oleh Cirus.
Misalnya, soal imbalan yang
diterima dari Gayus.

Ketua Komisi Ill DPR dari
F-PD, Benny K Harman, sempat
mencecar tiga jaksa lainnya,
yakni Fadil, Eka, dan lka.

Benny bertanya apakah me-
reka sepakat dengan penjelasan
Cirus?

Belum sempat Fadil buka
suara, Cirus yang berada di
sebelah kanannya, berniat
membisiki. Benny langsung
menegur Cirus. “Jangan di-
bisik-bisikkanlah.”

Dalam pernyataannya, Fadil
mengatakan pendapat mereka
berempat sama karena telah
melalui proses diskusi. Tetapi,
pernyataan berbeda dikemuka-
kan jaksa Eka dan lka.

“Saya agak bingung karena
di situ ada fakta korupsi. Kami
sempat ada keraguan (uang

(*/AO/Mad/P-4)

yang diterima Gayus) pribadi

atau bukan? Lalu Pak Cirus
sebagai ketua waktu itu mem-
beri contoh (bukan korupsi),”
ungkap Eka.

Benny lalu meminta penje-
lasan lebih detail, kenapa Ga-
yus tidak dapat dijerat pasal
korupsi. “Kalau dia pegawai
negeri apakah kalau mendapat
hadiah pemberian dari perusa-
haan yang disebut Pak Cirus PT
Megabh, itu disebut korupsi atau
bukan, Pak Fadil?” tanyanya.

Berbelit-belit

Fadil yang memberi jawaban
berbelit-belit membuat anggota
panja geram. Semua anggota
meminta Fadil menegaskan
apakah perbuatan tersebut ter-
masuk tindak pidana korupsi.

Mereka pun meminta Fadil
membaca Pasal 11 UU Pem-
berantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi (Tipikor) yang mengatur
tindak pidana korupsi berupa

MI/AGUNG WIBOWO

Benny K Harman
Ketua Komisi Il DPR

suap atau gratiPkasi.

Ditanya bolak-balik, Fadil
tetap menjawab, “Siap bukan
(korupsi).”

Tak tahan melihat koleganya
terus dicecar, Cirus meraih
mikrofon ke arahnya. “Izinkan
saya meluruskan.” Namun,
Benny menolak keinginan Ci-
rus memberi penjelasan. “Saya
tidak tanya Saudara Cirus,”
sentak Benny.

“Saya baca tampak Anda (Ci-
rus) ini orang yang direkayasa.
Atau Anda ini juga pelakunya?
Lain saya tanya, lain dijawab.
Apa betul musyawarah mu-
fakat dan diskusi digunakan
dalam memberi penilaian ke-
pada penyidik? Kalau iya, ke-
empatnya harus bertanggung
jawab. Cirus masuk bui, tiga
yang lain juga,” tegas Benny.

Tidak satu suaranya para
jaksa kembali terjadi soal per-
ubahan rencana tuntutan. Jaksa
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Jalan Rusak dan Korupsi
sejak Zaman Belanda

PENGANTAR

KERUSAKAN jalan raya kini makin mudah terjadi. Beban lebih
angkutan barang yang dibiarkan, bahkan dibisniskan, menjadi
salah satu pemicu pendeknya usia rata-rata jalan nasional.
Dampaknya ialah pemborosan anggaran negara. Uang rakyat
yang habis untuk perbaikan jalan itu meningkat signifikan dari
Rp9 triliun pada 2010 menjadi Rp15 triliun pada 2011, atau naik

Rp6 triliun.

Lalu, apa pendapat masyarakat atas gaya pelayanan peme-
rintah seperti itu? Berikut sejumlah pendapat yang masuk ke
mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia,
dan interupsi@mediaindonesia.com.

Dari Zaman Nenek Moyang

RASANYA kalau membicarakan aparat nakal bukan sekarang
saja, sudah sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi
masih berkutat dari itu saja. Nakal, koruptif, dan lain-lain.

M Rahmat

Jalan dan Mobilitas Masyarakat

JALAN raya adalah sarana penting dalam mobilitas suatu
masyarakat. Apabila jalan mulus, mobilitas pun lancar. Sebaliknya,
apabila kondisi jalan berlubang, mobilitas pun jadi terhambat.
Tak rela rasanya di saat rakyat rajin membayar pajak kepada
pemerintah, namun pemerintah tidak mampu menyediakan
infrastruktur jalan yang baik bagi masyarakatnya. Negara lain
(seperti China) sibuk menambah sarana infrastruktur jalan, tapi
di negeri ini pemerintah justru sibuk merawat jalan yang ada

sejak zaman kolonial.

Hilmy Konstantinus

Hubungan Simbiosis

SUDAH bukan rahasia lagi, bagaimana sopir, petugas di jem-
batan timbang, siang dan malam, terlibat dalam satu hubungan
simbiosis dalam mengakali aturan yang ada. Salam tempel di
jembatan timbang adalah warisan masa sebelumnya. Di balik
itu, ada polisi, petugas lalu lintas dan angkutan jalan raya, serta
sopir. Akibatnya, jalan raya hancur bukan karena pengawasan
tidak ada. Ada unsur persekongkolan di setiap jembatan timbang
guna mengakali tonase kendaraan.

Hasir Sonda

Di Desa dan di Kota

JANGANKAN di kota, di desa saya juga masih banyak jalan

yang rusak.

Arif Iman

Jangan Minta Naik Gaji

GAJIl PNS naik terus tapi kinerja buruk seperti sampah. Orang
mengusulkan kenaikan gaji PNS terus, tidak memikirkan am-

dalnya.

Haris Chodok Firmansyah

Eka dan lka menjawab baru
mengetahui, sedangkan Fadil
mengaku rencana tuntutan
belum berubah karena dikirimi
informasi melalui faksimile.
Cirus sendiri menyatakan tidak
tahu.

Berbekal keterangan mereka,
panja berencana melakukan
konfrontasi dengan kepolisian,
pengacara dan pihak terkait
lainnya. (P-4)
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KPK Periksa Soetrisno Bachir

KOMISI Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) memeriksa man-
tan Ketua Umum DPP Partai
Amanat Nasional (PAN) Soe-
trisno Bachir dalam dugaan
kasus korupsi di Kementerian
(dulu Departemen) Kesehatan
pada 2006.

Pemeriksaan yang berlang-
sung di Kantor KPK di Jakarta,
kemarin, berlangsung sekitar
3 jam.

Bachir dimintai keterangan
selaku saksi atas tersangka
mantan Direktur Bina Pe-
layanan Medik Dasar Depar-
temen Kesehatan Ratha Dewi
Umar.

Sebelum menjalani pemerik-
saan, Bachir enggan menjelas-

SOETRISNO DIPERIKSAM&itan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir keluakan alasan pemanggilan itu.
Gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, kemarin. Soetrisno diperiksa sebagai saksi kasus dugaan la bahkan mengaku datang ke
korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan pada 2006, dengan tersangka DirekturKPK untuk bersilaturahim.

Bina Pelayanan Ratna Dewi Umar.

“Sebagai warga yang baik

[

Mentang-ment&f
saya sudah tidakengadaan alat kesehatan

gka Ratna Dewi Umar
kasus dugaan korup-

menjadi Ketua PAN Yeigfi yaan sakit rujukan
,penanganan wabah 3u burung

saya ditanya-tanya.

Soetrisno Bachir
Mantan Ketua Umum DPP PAN

boleh dong saya bersilatura-
him,” ujarnya.

Setelah pemeriksaan, alih-alih
memberi penjelasan kepada
wartawan mengenai isi peme-
riksaan, Bachir lebih mengung-
kapkan perasaannya.

“Mentang-mentang saya Ssu-
dah tidak menjadi Ketua PAN
lagi ya, saya ditanya-tanya,”
kata Bachir.

Juru bicara KPK Johan Budi
menjelaskan, Bachir dimintai
keterangan sebagai saksi atas

pada 2006.

Ratna Dewi Umar ditetapkan
sebagai tersangka sejak Mei
2010 selaku kuasa pengguna
anggaran dan pejabat pembuat
komitmen dalam pengadaan
alat kesehatan dan perbeka-
lan.

Sementara itu, mantan Se-
kretaris Jenderal Departemen
Kesehatan Sjal Ahmad dike-
nai pidana penjara 3 tahun
dan 3 bulan serta denda Rp100
juta subsider tiga bulan ku-
rungan.

la didakwa dalam kasus
dugaan kasus korupsi penga-
daan alat rontgen portablentuk
pelayanan puskesmas daerah

tertinggal di Departemen Kese-
hatan tahun anggaran 2007.

Akan tetapi, majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi tidak memerintahkan
Sjak Ahmad untuk membayar
uang pengganti Rp780 juta se-
perti tuntutan jaksa.

Pasalnya, Sjafrtelah mengem-
balikan uang kepada KPK saat
proses penyidikan.

“Berdasarkan fakta persi-
dangan, terdakwa tidak me-
nikmati hasil dari pengadaan
alat rontgen portable.

Sehingga, terdakwa harus
dibebaskan dari pembayaran
uang pengganti,” ucap majelis
hakim.

Sjafii mengaku belum bisa
memutuskan menerima atau
menolak putusan itu dan me-
minta waktu untuk berpikir.
(*/P-1)




